. BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR § { § TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 269 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

Loa.

DI KABUPATEN CILACAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,

bahwa . berdasarkan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan.Retribusi
Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah berwenang
melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam
rangka = melaksanakan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah dan Retribusi, maka telah ditetapkan
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 269 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemenksaan Pa_]ak Daerah di Kabupaten
Cilacap;

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 269 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemeriksaan Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap, dipandang
sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan kurang
akomodatif dalam menyelesaikan permasalahan atau
kebutuhan masyarakat sehingga perlu untuk diubah dan
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 269 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemeriksaan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentxll}kan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah - (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9. Tahun 2015 tentang



Menetapkan

10.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik-
Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887).. sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); '
Peraturan Pemerintah Nomor 55°' Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun - 2010 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomer 18 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor: 18, -
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 167);
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daérah
Kabupaten Cilacap ‘(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 134); ’

Peraturan Daerah: Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI  TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN. BUPATI CILACAP NOMOR 269 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK
DAERAH DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciiacap Nomor 269 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah'di Kabupaten Cilacap
(Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 269), diubah sebagai berikut :



Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga befbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1:
2;

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemermtahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Cilacap. ’

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ya.ng
selanjutnya disebut Badan, adalah Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah,
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.

Kepolisian Resor, yang selanjutnya d1sebut Polres, adalah Kepolisian
Resor Cilacap.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan
secara langsung dan:digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. _
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan
daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menJad1
dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang dan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun bagi
wajib pajak yang pajak terutangnya ditetapkan oleh Kepala Daerah sesua1 '
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, ‘
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya dlsmgkat SPTPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan
Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT,
adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

Surat Pemberitahuan Objek Pa_]ak yang selanjutnya disingkat SPOP,
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang terutang.



16.

17.

18.

_19.
20.

21.

22.

23.

24,
25.
26.
27.
8.

29,

30.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
LSPOP, adalah lampiran pada SPOP untuk menjelaskan secara rinci
perihal objek pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dlslngkat
SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan ~11.1m1ah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, y.ang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.’
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan jumlah pokok
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dar1
pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya- disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan adalah SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau
SKPDLB.

Pemeriksaan adalah serangkalan kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif'dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang—
undangan perpajakan.

Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat
kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal
Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Badan. .
Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Badan.
Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di hngkungan Badan atau
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang d1terb1tkan
oleh Badan yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya
tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak:
Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan
Pemeriksaan dalam ' rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan - secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi
harta, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan

‘menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk

periode Tahun Pajak.

Data yang dikelola secara -elektronik adalah data yang bentuknya
elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data
elektronik lainnya dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik:



31.

32.

- 33.

34.

35.

36.
37.

38.

Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka
Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak
dan/atau tidak bergerak yang dlgunakan atau patut diduga digunakan
sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen,
termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain,
yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekexjaan
bebas, atau sumber pendapatan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajlb
Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang
disetujui maupun yang tidak disetujui.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang
hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi,
dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok  pajak, ‘dan
pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan.

Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang
dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang
ditempuh data, keterangan, dan/atau bukti yang, dikumpulkan,
pengujian yang dilakukan dan s1mpu1an yang diambil sehubungan
dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan adalah 'laporan yang berisi tentang
pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak
secara ringkas dan _]elas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan
Pemeriksaan.

Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib
Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan atau surat tagihan dari hasil
Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak. *
Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah
pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan
pelaksanaan Pemeriksaan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk
mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terJadl
tindak pidana di bidang perpajakan.

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 19

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan untuk ‘memperoleh
atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang
dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat merriberl
petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan: bebas Wajib Pajak yang
diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, dlubah
dirusak, ditukar, atau dipalsukan.
Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada
saat pemeriksaan lapangan, dalam hal :
a. Wajib Pajak tidak memberikan kesempatan
- untuk memasuki tempat atau ruang tertentu milik Wajib Pajak
dan/atau
' - membuka barang bergerak dan/ atau tidak bergerak milik Wa_ub
Pajak



(3)

(5)
(6)

7)

(14)

b. Wajib Pajak tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk -
mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka :
barang bergerak dan/atau tidak bergerak;

c. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan tidak ada
pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku
yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya
pengamanan pemeriksaan sebelum pemeriksaan ditunda; atau A

d. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan Pegawai Wajib
Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang
mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan. ;

Penyegelan sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan dengan

menggunakan kertas segel.

Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang berwenang

dengan disaksikan oleh saksi.

Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa Pajak. wajib membuat

Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oleh Pemieriksa Pajak dan

saksi. '

Dalam hal saksi menolak menandatangani Berita Acara

Penyegelan, Pemeriksa Pajak mencatat penolakan tersebut

dalam Berita Acara Penyegelan dengan 'menyebutkan alasannya.

Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa Pajak dapat meminta

bantuan Polres atau Satpol PP.

Pembukaan segel dilakukan apabila: :

a. Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya telah memberi izin kepada
Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau
ruangan dan/atau membuka barang bergerak atau tidak bergerak
yang disegel; dan/atau

b. Terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan
penyidikan tindak pidana. ; i

Apabila kertas segel yang dxgunakan untuk melakukan penyegelan rusak,

Pemeriksa Pajak segera membuat Berita Acara mengenai kerusakan

tersebut dan melaporkan kepada polisi.

Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan

disaksikan oleh saksi. . ®

Dalam melaksanakan pembukaan kertas segel, Pemerlksa Pajak

wajib membuat Berita Acara Pembukaan Kertas Segel yang

ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi.

Dalam hal saksi menolak menandatangani Berita Acara Pembukaan

Kertas Segel, Pemeriksa Pajak mencatat Penolakan tersebut dalam Berita

Acara Pembukaan Kertas Segel dengan menyebutkan alasannya.

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) hari sejak tanggal penyegelan atau

jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan penyegelan,

Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya tetap tidak memberi izin

kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat

atau ruangan, Wajib Pajak wajib menandatangani Surat Pernyataan

Penolakan Pemeriksaan dan Pemeriksa Pajak mengusulkan Pemer1ksaan

menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan

Penolakan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara

Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.



Pasal 1I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bubati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 7 | JUL lﬂ&ﬁ_

BUPATI CILACAP,

TATTO RTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 | JUL 2020

YEKRETARIS DAE

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR § § §



